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Abstract
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Paragraph (4) The national
economy is held based on economic democracy with the principle of togetherness,
efficiency with justice, sustainability, environmental insight, independence, and by
maintaining a balance of progress and unity of the national economy. The
utilization of these natural resources should be based on three pillars of
sustainable development, namely economically viable, socially acceptable, and
environmentally sound. The development process carried out in this way is
expected to improve the welfare and quality of life of present and future
generations. This research was conducted using qualitative method data. Data
collection, observations are also supported by secondary data from government
agencies. The results of this study indicate that the construction project for the
addition of the Kemayoran Toll Gate in carrying out part of the road and
widening the already resettled residential road by displacing the existing green
lane without having an permit. Indicated corporate crime against the
environment.
Keywords: EIA, toll gates, environment.
Intisari
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ayat (4);
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya
dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan
secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially
acceptable), dan ramah lingkungan (environmentally sound). Proses
pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang
akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data metode
kualitatif. Pengumpulan data, pengamatan didukung juga oleh data sekunder dari
instansi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proyek
pembangunan penambahan Gerbang Tol Kemayoran dalam pelaksanaannya
mengambil sebagian jalan dan melebarkan kembali jalan pemukiman yang sudah
padat dengan menggusur jalur hijau yang sudah ada tanpa memilik ijin AMDAL.
Terindikasi tindak pidana korporasi terhadap lingkungan.
Kata Kunci: AMDAL, gerbang tol, lingkungan.
_____________________________
1.Mahasiwa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
A. Pendahuluan
Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah
bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri
khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh
para pendiri negara Indonesia dirumuskan dalam suatu rumusan yang
sederhana namun mendalam, yang meliputi lima sila, kemudian diberi nama
Pancasila.
Asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia
sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis
Pancasila. Nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu melekat dan berasal dari
bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam sila kelima, sila keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Terkandung nilai keadilan kemanusiaan yaitu
keadilan  dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan
manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta
hubungan manusia dengan Tuhannya.
Konsekuensinya, nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup
bersama adalah meliputi2 :
1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara
terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi
keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan
bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan,
subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama didasarkan hak dan
kewajiban.
2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan  keadilan
antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak
wargalah yang wajib memenuhi keadilan  dalam bentuk mentaati
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu
dengan lainnya secara timbal balik.
_____________________________
2. Kaelan ; Dosen Universitas Gajah Mada, Pendidikan Pancasila, PARADIGMA,
Yogyakarta, 2004, hlm. 83.
Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus
diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara
yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh
warganya  dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian
pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar sesama
bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam
suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip
kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup
bersama (keadilan sosial).
Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang tercakup dalam materi pokok Bab XIV Pasal 33 tentang Perekonomian
Nasional  dan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut;
Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.3
Proses pembangunan bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan
prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan
amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar
pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan
datang. Oleh karena itu, pengunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan
secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh
tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi
(economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable), dan ramah
lingkungan (environmentally sound).4
________________________
3. Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cetakan kedua, Jakarta, 2006, hlm. 125.
4. Waty Suwarty ; Dosen Kopertis Wilayah III dpk Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,
Hukum Lingkungan, Universitas Islam Jakarta, edisi revisi, Jakarta, 2011, hlm. 57.
Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang
akan datang.
Penguatan yang terdapat dalam UU No. 32/2009 ini adalah prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola
pemerintahan yang baik dengan penanggulangan dan penegakan hukum yang
mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan
berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Pancasila.
Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan
sebagai upayadasar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam
pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu
hidup, perlu dijaga keserasianantar berbagai usaha dan/atau kegiatan.1 Perhelatan
Asian Games 2018 akan dilangsungkan di Indonesia mulai 8 Agustus 2018.
Menjelang pelaksanaannya pada Agustus mendatang, diperkirakan sekitar 21 ribu
atlet termasuk kru official akan datang melalui Bandara Soekarno Hatta. Dari
bandara, rombongan tersebut akan diarahkan menuju ke Kemayoran, tempat
lokasi wisma atlet telah disediakan. Akibatnya kepadatan kendaraan diprediksi
akan melanda ruas-ruas jalan, khususnya di kawasan Kemayoran.
1 Waty Suwarty Haryono, Pelaksanaan Ijin Lingkungan oleh Kegiatan Wajib Amdal atau Wajib
UKL-UPL, Ius Constitutum Vol.1 No.2 Tahun 2015, hlm.2.
Keterangan Gambar : Pengumuman Penambahan Gardu Tol di Kemayoran
Untuk itu pejabat Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dibawah
Kementerian Sekretariat Negara RI; bersama pengelola jalan tol, sepakat untuk
menambah jumlah Gardu Tol Kemayoran. “ PPK Kemayoran juga menyediakan
lahan pengembangan Gardu Tol Kemayoran yang sudah siap untuk dimanfaatkan
dan memastikan lahan tersebut tidak dalam masalah sengketa,” ujar Direktur
Perencanaan dan Pembangunan PPK Kemayoran, Riski Renando, seperti dikutip
dari Tribunnews.com. Namun sepanjang pengamatan penulis dari sejak
dimulainya pembangunan sampai selesai, tidak satupun sosialisasi/ pengumuman
yang menunjukan Izin Lingkungan dan AMDAL. Menurut Riski, pembangunan
Gerbang Tol Kemayoran tersebut sudah mendapat persetujuan dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat5.
Pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau
Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Infrastruktur termasuk jalan tol dalam konteks bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara ini berdampak pada
tanah untuk infrastruktur termasuk jalan tol dikuasai oleh Negara.2 Dengan
diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses
pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh
2 Iwan Erar Joesoef, Tanah dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Oleh Swasta: Public Goods
atau Private Goods, Ius Constitutum Vol.1 No.2 Tahun 2015, hlm.3
berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya,
sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak
positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat
digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang
berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, tidak
hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja. Untuk setiap
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.
Pelaksanaan Amdal, UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk
mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau
permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan
dan penerbitkan Izin Lingkungan.
Dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/
atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan
dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek
teknologi,
________________________
5.Tribun News, “ Sambut-asian-games-2018-gerbang-tol-kemayoran-segera-ditambah?,
https://www.gridoto.com/read/01227814 di akses tanggal 18 Agustus 2018, jam 08:20
sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan
dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin
Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.
Sebagai suatu politik hukum di bidang lingkungan hidup. Perhatian terhadap
lingkungan hidup belakangan ini mendapat sorotan tajam, karena lingkungan
hidup sudah semakin parah akibat dari pencemaran dan perusakan yang
diakibatkan oleh ulah atau tingkah laku manusia.
Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan
perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,
meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak
negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan
koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau
Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha Kegiatan
Pembangunan.
Proses AMDAL harus dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan, hal
tersebut dimaksudkan untuk memasukkan pertimbangan lingkungan dalam suatu
proses perencanaan pembuatan program dan pengambilan keputusan.
Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) PP 27 Tahun 2012, Izin
Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan
Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh
izin Usaha.
Permasalahannya adalah penegakan hukum seperti apakah yang
seharusnya, sebab UU No. 32/2009 walau sudah satu dekade disahkan, belum
menampakan hasil dari penegakan UU No. 32/2009. Bagir Manan mengatakan :6
Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran7.
________________________
6. Lihat : Bagir Manan, “Pembinaan Hukum Nasional”, Bandung, 1997, hlm. 8.
7.Erman Rajagukguk, “Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum”, Suara
Pembaruan, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, 20 Juli 2011, Jakarta, hlm. 11
Dari segi penegakannya, menjadi peringatan bagi pejabat penegak hukum untuk
menjalankan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
sesuai dengan aturan yang telah jelas diatur dalam UU No. 32/2009 ini. Termasuk
instansi pemerintah sekalipun yang telah lalai dengan sengaja membiarkan suatu
kegitan yang jelas-jelas belum/tidak mempunyai Izin Lingkungan. Sehingga ada
yang kecewa dan dengan berasumsi salah, menganggap seolah-olah telah terjadi
“Kanibalisme Hukum” ?!
B. Rumusan Masalah
1. Mengapa pembangunan jalan tol bisa terlaksana, tanpa memiliki Izin
Lingkungan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Korporasi dalam pembangunan jalan tol ?
C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian gerbang Tol Kemayoran jalan Benyamin Sueb/ PRJ (Pekan
Raya Jakarta) Jakarta Pusat.
Sifat atau Jenis Penelitian
Metode Pendekatan
a. Pendekatan Yuridis Normatif
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data
atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum
tersier yaitu menganalisa tentang keberadaan regulasi di bidang
dengan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan yang
dilakukan korporasi.
b. Pendekatan Yuridis Empiris
Penelitian in juga menggunakan pendekatan empiris.
Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada
identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang
implisit berlaku (sepenuhnya) bukan yang eksplisit (jelas, tegas
diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam
kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan )
hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian penelitian
tidak saja berusaha mempelajari, pasal-pasal perundang-undangan,
pandangan pendapat ahli dan menguraikannya dalam penyusunan
tesis ini, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya
normatif itu dalam rangka mengulas dan menganalisa data lapangan
yang disajikan sebagai pembahasan.
A. Data Penelitian
Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Sekunder
Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna
mendapatkan landasan teoritis. Pengumupulan data ini dilakukan dengan
studi atau penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan
mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku
yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau
pendapat para sarjana. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1) Bahan Hukum Primer
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan
2) Bahan Hukum Sekunder misalnya karya-karya ilmiah, hasil penelitian
para pakar, bahan seminar dan lain-lain.
3) Bahan Hukum Tersier
a). Kamus Besar Bahasa Indonesia
b). Kamus Hukum
c). Internet
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang
berupa transkrip, buku, jurnal, surat kabar, notulen rapat dan internet.
2. Metode wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman
wawancara yang memuat aspek-aspek penelitian secara rinci.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
3. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang
berupa transkrip, buku, jurnal, surat kabar, notulen rapat dan internet.
4. Metode wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman
wawancara yang memuat aspek-aspek penelitian secara rinci.
E. Teknis Analisis Data
Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola
dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan
jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal yang diperoleh dalam penelitian.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kualitatif. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan
rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya
disusun dalam teks yang diperluas. Dengan model analisis ini, analisis telah
dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasinya.
Sedangkan aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses
pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak
dalam komponen analisis seperti tersebut di atas. Ditengah-tengah waktu
pengumpulan data dan analisis data juga akan dilakukan audit data demi validitas
data. Sedangkan sesudah pengumpulan data selesai, bila masih terdapat
kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti dapat
kembali ke lokasi penelitian untuk pengumpulan data demi kemantapan
kesimpulan.
D. Pembahasan
I. Izin Lingkungan Pembangunan Jalan Tol
1. Izin Lingkungan
Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) ayat (2), Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Bab I
Ketentuan Umum Pasal (1) ayat (35), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup yang
dimaksud dengan Izin Lingkungan; adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-
UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan
upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban
UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL
dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL
merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan
keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.
2. Pembangunan
Ginanjar Kartasasmita (1994); suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik
melalui upaya yang dilakukan secara terencana.8
Pembangunan secara harfiah pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang
bersifat mengubah keadaan dari yang lama menjadi baru, yang dilaksanakan
secara bertahap, Oleh karena itu sasaran pembangunan adalah manusia Indonesia,
maka perubahan yang diinginkan  itu selain tertuju pada kebutuhan, juga akan
mengubah sikap dan tingkap laku manusia itu sendiri
________________________
8. Kartasasmita, Ginandjar, Tantangan dan Agenda Pembangunan. Makalah Disampaikan
Pada Temu Kader Cendekiawan Golkar Bandung: 30 Oktober 1996
3. Pembangunan Jalan Tol
Dikatakan oleh Myrdal (1976 dalam Dhiarto, 2014) bahwa pembangunan
sebuah daerah atau wilayah akan memberikan efek untuk wilayah tersebut dan
juga wilayah di sekitarnya. Northam (1994 dalam Hartanto dan Pradoto, 2014)
menambahkan, salah satu pola pembangunan daerah akan membentuk pola 5
menjalar linier, hal ini dipengaruhi oleh pembangunan jalur transportasi (jalan,
sungai, jembatan) yang ada. Pola perubahan ini berdampak terhadap pola
perkembangan tata ruang, daerah termasuk diantaranya ‘pusat’ wilayah yang
nantinya memengaruhi perubahan pola perekonomian suatu wilayah.9
ILO (International Labour Organitation) Elemen yang menyokong Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan dan target-target akan mendorong aksi-aksi
selama 15 tahun ke depan di bidang-bidang yang amat penting: manusia, planet,
kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan. Di sisi lain, tujuan Pembangunan
Milenium/ MDGs (Millennium Development Goals/ dihasilkan oleh sekelompok
ahli di belakang pintu tertutup. SDGs cakupannya luas karena mereka menanggapi
elemen-elemen yang saling terkait dari pembangunan berkelanjutan: pertumbuhan
ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan terhadap lingkungan.
Fokus utama MDGs adalah pada agenda sosial. 17 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan dengan 169 target lebih luas cakupannya dan akan lebih jauh
mampu menanggapi akar penyebab utama dari kemiskinan dan kebutuhan
universal atas pembangunan yang bekerja bagi semua orang dibandingkan dengan
MDGs. Tujuan tujuan ini mencakup tiga dimensi dari pembangunan
berkelanjutan: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan terhadap
lingkungan.
________________________
9. Nailatalmuna, NA., S2 Ekonomika Pembangunan UGM, Pengaruh Infrastruktur Jalan
Tol Semarang-Solo Terhadap Pertumbuhan Sektoral Wilayah dI Provinsi Jawa Tengah,  S2
Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta : 2017, hlm 11.
4. Teori-teori Pengembangan Hukum Lingkungan
Keempat teori  itu adalah teori pendekatan ekonomi (the economic account),
teori hak (rights account) teori paternalisme (the paternalism account) dan
teori nilai publik (the public values account).10
A. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori
Pendekatan  Ekonomi
Posner (2001), salah seorang sarjana penganjur terkemuka teori
pendekatan ekonomi terhadap hukum, berpandangan bahwa teori
pendekatan ekonomi terhadap hukum semestinya menjadi landasan dan
acuan bagi pengembangan dan analisis terhadap hukum pada umumnya.11
Dalam konteks penerapannya ke dalam hukum lingkungan, teori
pendekatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar ilmu
ekonomi yang memandang masalah-masalah lingkungan bersumber dari
dua hal, yaitu kelangkaan (scarcity) sumber daya alam dan kegagalan
pasar (market failure)12
Kelangkaan sumber daya alam menjadi sumber permasalahan
dalam kehidupan manusia. Manusia menginginkan banyak hal seperti
(dalam tesis ini) diperlukan lahan tanah untuk sarana jalan yang baik,
antara lain pintu gerbang jalan tol. Manusia mengandalkan sumber daya
alam untuk dapat memenuhi keinginan-keinginan itu. Masalahnya adalah
bahwa sumber daya alam tidak mampu menopang atau memenuhi semua
keinginan manusia itu.
Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan dari pemerintah tentang alokasi
pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan alokasi yang baik adalah
kebijakan yang dapat memaksimalkan kepuasan atau keinginan
masyarakat yang mencerminkan kepuasan atau keinginan orang
perorangan. Karena masyarakat terdiri atas berbagai kelompok orang yang
memiliki
_________________________________
10. Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok,
Edisi Kedua, Cetakan ke-7, 2018, hlm 24
11. Richad Posner, Frontiers of Legal Theory, 2001, hlm.4-5 dalam Takdir Rahmadi,
Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet ke-7, 2018,
hlm. 25.
12. Tentang kedua konsep itu dibahas dalam Stewart dan Krier, Op.Cit., hlm. 99-107,
dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi
Kedua, Cet ke-7, 2018, hlm. 25.
kepentingan yang berbeda, maka alokasi pemanfaatan sumber daya alam
harus didasarkan pada kriteria pareto optimal, yaitu sebuah kebijakan
pemanfaatan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan
sejumlah orang, tetapi tanpa memperburuk kesejahteraan kelompok
lainnya.13 Stewart dan Kriel.
Para penganut pendekatan ekonomi terhadap hukum juga
menganggap timbulnya masalah-masalah lingkungan yaitu pencemaran
dan perusakan lingkungan bukan sebagai wujud dari perbuatan tercela,
tetapi merupakan wujud dari kegagalan pasar (market failure). Barang-
barang yang disebut publik (public goods) seperti ruang udara, sungai dan
jalan umum tidak dapat menjadi objek hak perorangan.
Pengaturan hukum lingkungan hanya dapat dibenarkan apabila
hukum lingkungan berfungsi sebagai upaya rasional untuk memperbaiki
kegagalan pasar (the failure of market) dalam mengalokasikan penggunaan
sumber daya alam secara efisien atau untuk mencapai pendistribusian
kekayaan secara lebih adil.14
B. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Hak
Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak dipengaruhi oleh
filsafat moral atau etika. Aliran filsafat ini menganggap perbuatan yang
menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan
perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan
merupakan perbuatan jahat (evils) sehingga masyarakat atau negara wajib
untuk menghukum perbuatan semacam itu.15
________________________
13. Stewart dan Kriel, Op. Cit., hlm.99, dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di
Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet ke-7, 2018, hlm. 25.
14. Mark Sagoff,1987, “Where Ickes  Went Rights or Reason and Rationallity in
Environmental Law dalam Ecology Law Quaterly, hlm. 265-362 dalam Takdir Rahmadi, Hukum
Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet ke-7, 2018, hlm. 28.
15. Ibid., hlm.266, dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT
RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet ke-7, 2018, hlm. 25.
Aldo Leopold mengusulkan perlunya konsep etika tanah (land
ethic), yaitu aturan perilaku untuk melindungi komunitas yang tidak saja
terdiri atas, manusia, tetapi juga mencakup tanah, air, tumbuh-tumbuhan,
dan hewan-hewan. Sebuah kebijakan atau perbuatan adalah dianggap baik,
bila kebijakan itu tidak mengancam intergeritas, stabilitas , dan keindahan
komunitas. Dengan demikian, Leopold menginginkan adanya perlakuan
yang sama terhadap semua makhluk sebagai bagian  dari komunitas etik.16
Peter Singer17 mengusulkan bahwa semua mahluk, baik manusia
maupun bukan, asalkan makhluk itu dapat mengekspresikan rasa sakit atau
penderitaannya seharusnya dipandang setara secara moral. Para penganjur
hak-hak hewan dalam memperkuat argumen mereka, bahwa hewan juga
perlu diakui hak-hak moralnya Singer menggunakan ungkapan Bentham:
“the question is not, Can they reason? Nor, Can they talk? But Can they
suffer? (persoalannya bukan, apakah mereka dapat bernalar atau dapat
berbicara, tetapi apakah mereka dapat mengalami penderitaan). Oleh
karenanya, menurut para penganjur hak-hak untuk hidup (the right to life),
hak untuk bebas (the right to freedom) dan hak untuk kebahagiaan (the
right to happiness).
Jika Leopold dan Singer mengusulkan perlunya hak-hak moral
bagi hewan, Stone18 dan seterusnya, bahkan lebih jauh mengusulkan
perlunya lingkungan hidup alami seperti tanah, sungai ,hutan dan hewan
diberi hak-hak hukum (legal rights). Di dalam sistem common law,
prasyarat kedua yang dikemukakan Stone, yaitu “hak mengajukan
gugatan” disebut dengan istilah “legal standing”.
________________________
16. H.J. McCloskey, Ecological Ethics and Politics, (Totowa New Jersey: Rowman and
Littlefield, 1983), hlm. 55-56. dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT
RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet ke-7, 2018, hlm. 30.
17. Warrn, op cit., hlm.111 dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT
RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet ke-7, 2018, hlm. 30.
18. Christoper D.Stone, 1972, “Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for
Natural Objects, dalam Southern Califonia Law Review, vol.45,1972, hlm.457, dalam Takdir
Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet
ke-7, 2018, hlm. 31.
Masalahnya adalah apakah lingkungan hidup atau unsur-unsur lingkungan
hidup seperti tanah,air/sungai dan hutan yang tidak memiliki kemampuan
berbicara diberi hak dapat menggunakan legal standing untuk
memperjuangkan hak dan kepentingannya. Namun, Stone menolak
pandangan  bahwa lingkungan hidup tidak dapat diberi hak hanya karena
alasan lingkungan hidup tidak memilik kemampuan berbicara atau
berkomunikasi Stone (1972) mengatakan; dengan menggunakan analogi
bahwa korporasi, badan hukum privat maupun publik juga tidak dapat
memiliki kemampuan berkomunikasi, tetapi sistem hukum mengakui
keberadaan dan hak-hak atau kewenangan subjek hukum keberadaan dan
hak-hak atau kewenangan subjek hukum bukan manusia itu, maka
semestinya pula tidak ada persoalan jika sistem hukum memberikan hak-
hak terhadap lingkungan hidup. Jika korporasi, badan-badan hukum dalam
melakukan hubungan atau perbuatan hukum diwakili oleh para pengurus
atau pengelolanya, maka pendekatan yang sama dapat diberlakukan
terhadap gagasan lingkungan hidup dengan mengkonstruksikan apa yang
oleh Stone disebutkan: guardianship. Konsep guardianship menurut Stone
jika dikaitkan dengan konteks sistem hukum Indonesia dapat
dipersamakan dengan “pengurus” “penjaga’ atau “perwalian’. Stone
mengusulkan, bahwa lembaga-lembaga swadaya masyarakat di bidang
lingkungan hidup dapat bertindak sebagai guardian atau penjaga dari
lingkungan hidup dan dapat mengajukan gugatan atas nama lingkungan
hidup jika keadaan lingkungan hidup terancam serta dapat dipandang
sebagai wakil dari lingkungan hidup dalam proses legislasi dan proses
administrasi, misalkan dalam penetapan baku mutu air di sebuah
wilayah/proyek gerbang jalan tol. Sistem hukum perlu mengatur berbagai
prosedur dan syarat-syarat bagi lembaga swadaya masyarakat yang dapat
bertindak atas nama dan untuk kepentingan lingkungan hidup.19
_____________________________
19. Ibid., hlm 466-467, dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT
RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet ke-7, 2018, hlm. 33.
Konsep gugatan lembaga swadaya masyarakat atau yang di dalam
kepustakaan Anglo Saxon disebut dengan “standing NGO” dapat
dipandang sebagai wujud dari teori hak-hak hukum bagi objek-objek alam
yang digagas oleh Stone. Di Negara-negara dengan sistem hukum sipil/
civillaw seperti Belanda dan Indonesia konsep hak gugat lembaga swadaya
masyarakat juga telah dirumuskan dalam undang-undang. Di Indonesia,
hak gugat lembaga swadaya masyarakat diatur dalam Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Tidak semua sarjana setuju dengan teori hak bagi objek-objek alam
atau hewan. McCloskey,20 misalkan, menolak teori hak, menurutnya,
meskipun hewan tidak memenuhi syarat untuk memiliki hak, tidak berarti
manusia dapat memperlakukan unsur lingkungan hidup secara semena-
mena, justru sebaliknya memiliki kewajiban (duties) untuk
memperlakukan unsur lingkungan hidup dengan baik. Jadi menurut
McCloskey pemecahan masalah terhadap kecenderungan perilaku manusia
merusak dan mencemari lingkungan bukan dengan membangun konsep
hak bagi lingkungan hidup, tetapi dengan merumuskan kewajiban (duties)
manusia terhadap alam.
C. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori
Paternalisme
Negara dipandang sebagai bapak atau orang tua, sedangkan warga
Negara diartikan sebagai anak-anak. Orang tua memiliki tanggung jawab
untuk mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, sebab jika anak-anak
tidak dibimbing, maka perilakunya hanya menuruti kesukaannya
(preference). Kesukaanya itu mungkin tidak selalu bernilai positif, bahkan
dapat bersifat negatif yang pada akhirnya merusak dirinya sendiri.
Jika setiap orang diberi kebebasan untuk berbuat menurut apa yang
dikehendakinya (preferences) maka lingkungan hidup akan terancam.
Perilaku individual manusia sering kali dilatar belakangi oleh berbagai motif
yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan kehidupan bersama dalam
masyarakat
________________________
20. Op. Cit., hlm. 66-69, dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT
RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet ke-7, 2018, hlm. 33.
atau Negara. Secara individual manusia dapat seenaknya membangun tanpa
mengkaji analisis dampak lingkungan, yang menimbulkan dampak negatif
yang parah tanpa terkendali menimbulkan naiknya permukaan air tanah yg
pada akhirnya pada musim penghujan menimbulkan kebanjiran. Akan tetapi,
agar pendekatan paternalisme tidak melanggar kebebasan dan hak
individual, pengaturan hukum atau kebijakan yang dibangun atas dasar teori
paternalisme diperlukan hukum atau kebijakan yang dibangun atas
dasar teori paternalisme diperlukan keterbukaan institusi-institusi
pemerintah dan individu-individu memiliki akses dalam proses politik yang
menghasilkan kebijakan paternalisme Negara.21
D. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Nilai
Kebijakan Publik
Teori nilai kebijakan publik (the public value) menjelaskan, bahwa
pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat (deliberative process) di
antara berbagai pemangku kepentingan (stake holders) dapat menjadi dasar
bagi pembuatan keputusan yang rasional. Pertukaran pandangan dilandasi
oleh sifat keterbukaan pemikiran (openness of mind), kejujuran (honesty),
kesediaan untuk mendengar kritik, dan penghargaan atas pandangan-
pandangan pihak yang berbeda menjadi dasar pengambilan keputusan
bersama (collective choice). Menurut teori nilai kebijakan publik, wakil-
wakil dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi harus
mampu mengatasi benturan kepentingan dengan cara menempatkan
kepentingan bersama (public goods) di atas kepentingan konstituen mereka.
Dalam proses ini, para anggota badan legislatif setelah memperhatikan
berbagai usulan atau pandangan dari berbagai pemangku kepentingan
membuat keputusan dengan mengacu pada apa yang mereka anggap sebagai
kepentingan publik dan bangsa.22
________________________
21. Mark Sagoff, Op.Cit. hlm 287, dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di
Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet ke-7, 2018, hlm. 35.
22. Ibid, dalam Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo
Persada, Depok, Edisi Kedua, Cet ke-7, 2018, hlm. 35.
II. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pembangunan Jalan Tol
1. Kejahatan Korporasi
Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime
yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat
saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang
menimbulkan konflik.
Kejahatan korporasi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang
mempunyai status ekonomi yang tinggi dan terhormat. Sisi lain yang
menjadi pusat perhatian dalam perkembangan dan perubahan dalam bidang
kegiatan sosial-ekonomi adalah penyimpangan perilaku korporasi yang
bersifat merugikan, membahayakan. Kejahatan korporasi dilakukan tanpa
kekerasan tetapi selalu disertai serangkaian perbuatan illegal yang
dilakukan dengan non-pisik (tanpa kekerasan), serta dengan penggelapan
terhadap perizinan untuk mendapatkan uang dan keuntungan pribadi atau
kelompoknya, termasuk kejahatan korporasi.23
2. Teori Stric Liability
Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi semata-mata
didasarkan pada ketentuan undang-undang, yaitu apabila korporasi
melanggar ketentuan undang-undang, yaitu apabila korporasi melanggar
atau tidak memenuhi kewajiban kondisi, atau situasi tertentu yang ditetapkan
oleh undang-undang. Beberapa bentuk strict liability24 yang menjadikan
korporasi melakukan suatu pelanggaran (companies offences), seperti halnya
korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin ataupun melanggar syarat
dan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan yang telah diberikan kepada
korporasi tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut,
baik itu dalam bentuk kelalaian maupun kesengajaan.
________________________
23. Arief, Amrullah, “Corporate Crime Bidang Lingkungan Hidup”, makalah pada
SimposiumHukum Pidana dan Kriminologi : Korporasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 16-19 Mei 2016. hlm. 2.
24. Asep N. Mulyana, Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan
Korporasi, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 28.
3. Teori Vicarious  Liability
Pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious liability), dapat diartikan
sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebaskan kepada seseorang atas
perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain; Peter Gillies25
Penerapan doktrin strict liability dan vicarious liability sebagaimana telah
diuraikan, setidaknya penerapan tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut26
a. Doktrin strict liability maupun vicarious liability hendaknya hanya
diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan
saja, seperti  dalam pelanggaran lalu lintas.
b. Doktrin strict liability maupun vicarious liability dapat diterapkan
terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama terhadap
perundang-undangan yang mengatur kepentingan umum ataupun
masyarakat, seperti halnya Undang-Undang di Bidang Perlindungan
Makanan dan Minuman, Undang-Undang di Bidang Kesehatan maupun
Undang-Undang Lingkungan Hidup.
c. Doktrin strict liability maupun vicarious liability merupakan landas
pijak untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
kejahatan yang telah menderitakan korban, sesuai dengan adagium “res
ipsa loquitur”, fakta sudah berbicara sendiri.
4. Korporasi Sebagai Subjek Hukum
Subekti dan R. Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan corporatie atau korporasi adalah suatu perseoran yang merupakan badan
hukum. Dengan demikian, maka dikenal adanya subjek hukum manusia dan
subjek hukum bukan manusia yaitu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT),
Negara,
________________________
25. Peter Gillies, dalam Asep N. Mulyana, Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan
Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi, Jakarta, GRASINDO, 2018, hlm, 33.
26. Muladi dan Dwidja Priyatno, dalam Asep N. Mulyana, Pendekatan Ekonomi Dalam
Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi, Jakarta, GRASINDO, 2018, hlm, 38.
Penegakan hukum pidana dalam menindak pelanggaran ketentuan-ketentuan
undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU Nomor 32
tahun 2009) memang bukanlah satu-satunya sarana penegakan hukum lingkungan.
Selain sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang UUPPLH
masih ada sanksi-sanksi lain bagi perorangan maupun korporasi yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Selain penegakan hukum pidana, dalam Undang Undang
Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH juga diatur mengenai penegakan
hukumbidang administrasi di bidang lingkungan hidup dengan adanya sanksi
administratif yang dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekun
izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
denda administratif, serta penegakan hukum perdata di bidang lingkungan hidup
melaui mekanisme hukum perdata dengan mengajukan gugatan perdata untuk
memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan maupun yang dialami
korban yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup.
Hukum pidana dirasa lebih efektif dan diandalkan dalam rangka mengatur dan
menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Kebanyakan
produk perundang-undangan selalu mencatumkan bab tentang sanksi pidana atau
bab tentang ketentuan pidana, ini menandakan instrument hukum pidana adalah
instrumen yang efektif dalam, penegakan hukum terhadap perundanganundangan
yang dibuat.
a. Azas ultimum remedium;
Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain
adalah adanya sanksi hukum pidana 27 Masrudi Muchtar, yang merupakan
pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja yang dilakukan terhadap
kejahatan yang ada korban (with victim) maupun kejahatan yang tidak ada
korbannya (without victim). Pengenaan sanksi pidana berupa penderitaan
inilah yang menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir
(ultimum remedium) guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama
pelaku kejahatan (penjahat), serta memberikan tekanan psikologis agar
orang lain tidak melakukan kejahatan ( Van Bemmelen, dalam bukunya
Andi Zainal Abidin : 1987 : 16).
Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya
Penemuan Hukum Sebuah pengantar halaman 12, ultimum remedium
merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia,
yangmengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam
merupakan salah satu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia,
yangmengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam
penegakan hukum. Sedangkan primum remedium adalah azas yang
merupakan kebalikan dari ultimum remedium, dimana hukum pidana
diberlakukan sebagai pilihan utama. M Jasman, Jaksa Penuntut Umum
(JPU) dalam artikel JPU Tepis eksepsi DL Sitorus menjelaskan antara lain
bahwa primum remedium adalah teori dalam hukum pidana modern yang
menyatakan hukum pidana sebagai sarana hukum,  hukum pidana sebagai
sarana hukum ultimum remedium bukan primum remedium.
a. Azas primum remedium;
Sedangkan primum remedium adalah azas yang merupakan
kebalikan dari ultimum remedium, dimana hukum pidana diberlakukan
sebagai pilihan utama. M Jasman, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam
artikel JPU Tepis eksepsi DL Sitorus menjelaskan antara lain bahwa
primum remedium adalah teori dalam hukum pidana modern yang
menyatakan hukum pidana sebagai sarana hukum hukum pidana sebagai
sarana hukum ultimum remedium bukan primum remedium.
________________________
27. G. Drupsteen dan C.J. Kleijs-Wijnnobel, Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui
Hukum Perdata, Administratif, dan Hukum Pidana dalam Faure, J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister,
Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan
Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1994, hlm. 6.
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana dalam
bidang Lingkungan Hidup yang Ideal
Badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
harus dikaitkan dengan strict liability, karena suatu korporasi sulit untuk dilihat
dari hal “mampu bertanggungjawab” atau melihat korporasi melakukan tindak
pidana dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, sehingga lebih baik
melihat korporasi yang telah melakukan tindak pidana maka hukuman pidana
merupakan suatu konsekuensi. Dimaksudkan dengan strict liability adalah
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), yang dalam hal ini
pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang
sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh
sikap batin pelaku.
Manfaat dari asas strict liability adalah pentingnya jaminan untuk mematuhi
peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan
masyarakat, Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran
peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, Tingkat bahaya
sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu.
Dengan digunakannya strict liability sebagai sistem hukum yang baru,
hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diterobos. Berdasarkan
sistem ini, pembuktian tidak lagi dibebankan pada pihak pengklaim (korban yang
dirugikan), sebagaimana yang selama ini lazim dianut, tetapi dibebankan pada
pihak pelaku perbuatan melawan hukum.
E. Kesimpulan :
1.Pemakrasa tidak melaksanakan AMDAL dikarenakan mencari keuntungan
sebesar besarnya dengan mengorbankan lingkungan hidup, termasuk
kejahatan korporasi dan diancam hukuman pidana.
2.Ancaman pidana dapat dijatuhkan pada korporasi, pemakrasa pembangunan
jalan tol yang tidak melaksanakan AMDAL dan Ijin Lingkungan atas
tindak pidana pencemaran lingkungani yang dilakukan oleh pihak
korporasi..
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